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OTORITAS JASA KEUANGAN (0JK)
INDONESIA




A. Otoritas Jasa Keuangan
i dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia
D (KBBI) menyatakan bahwa Otoritas adalah
kekuasaan yang sah yang diberikan kepada lembaga
dalam masyarakat yang memungkinkan para pejabatnya
menjalankan fungsi, hak untuk bertindak, kekuasaan,
wewenang, hak melakukan tindakan atau hak yang
membuat peraturan untuk memerintah orang lain.!
Otoritas Jasa Keuangan telah didirikan dengan
Undang-Undang No
21 tahun 2011 akan diberlakukan mulai tahun 1 Januari
2013. Dan merupakan lembaga yang mempunyai fungsi
pemerintah dalam mengatur dan mengawasikegiatan
sektor jasa keuangan. Otoritas Jasa Keungan mempunyai
fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan,
pemeriksaan dan penyidikan terhadap keseluruhan
kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik dari sektor
perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-
bank seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan
dan lembaga jasa keuangan lainnya.
Kebijakan Otoritas Jasa Keuangan
a.  Alternatif Pembiayaan Sektor Strategis, baik
pemerintah dan  swasta melalui

pengembangan pembiayaan dari pasar

L https://kbbi.web.id/otoritas, diakses pada hasi selasa, tanggal 26 Januari 2021,
pukul 13;56WIB.
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Buku ini mengkaji peran dan kewenangan Otoritas Jasa
Keuangan (OJK) Indonesia dalam mengatasi berbagai
hambatan dalam pengawasan sektor perbankan. Dimulai
dengan kata pengantar yang menyampaikan rasa syukur dan
ucapan terima kasih penulis kepada berbagai pihak, buku ini
kemudian menguraikan definisi, fungsi, dan kebijakan OJK
berdasarkan UU No. 21 Tahun 2011, serta membahas latar
belakang pembentukannya yang dipicu oleh krisis keuangan
1997-1998 dan kebutuhan akan lembaga pengawas yang
independen. Buku ini juga mengeksplorasi tantangan
globalisasi, kompleksitas industri keuangan, konglomerasi
lembaga keuangan, serta pentingnya perlindungan konsumen.
Di bagian akhir, buku ini menyoroti proses transisi
pengawasan dari Bank Indonesia ke OJK, upaya meningkatkan
efisiensi dan kualitas pengawasan, serta peran OJK dalam
perekonomian Indonesia. Penulis berharap buku ini menjadi
referensi yang bermanfaat bagi akademisi, praktisi hukum,
dan semua pihak yang tertarik dengan regulasi dan
pengawasan sektor jasa keuangan.
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